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Abstrak 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 mewajibkan kepada setiap badan publik 

untuk menyediakan, memberikan dan  menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya. 

Untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, maka dibentuklah Komisi Informasi Publik di 

tingkat pusat, provinsi dan jika dibutuhkan di tingkat kabupaten/kota. Uniknya, jauh sebelum  UU keterbukaan 

informasi ini disahkan, pada tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lebak  telah melangkah maju dengan 

membentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak. Komisi ini terbentuk berdasarkan Perda Nomor 

6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

Kabupaten Lebak. Secara umum,  tugas dan kewenangan KTP Lebak dalam kaitannya dengan informasi publik 

sama dengan komisi informasi publik. Bahkan, KTP Lebak memiliki fungsi pengawasan yang tak dimiliki oleh 

komisi informasi publik.  

Tulisan ini berusaha mengungkap peranan KTP Lebak dalam mendorong transparansi informasi publik di 

Kabupaten Lebak yang pada akhirnya berimplikasi bagi upaya percepatan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Lebak. Selain itu, berbagai persoalan yang dihadapi KTP Lebak dalam upaya mendorong proses 

transparansi informasi Publik yang dikenal sebagai salah satu daerah kabupaten tertinggal di Indonesia.  

 

Kata kunci: Komisi transparansi dan partisipasi, transparansi informasi publik, dan badan publik. 

.  

PENDAHULUAN 

I. PENDAHULUAN  

Keterbukaan informasi merupakan wacana 

penting dalam dunia komunikasi dewasa ini. 

Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas 

ke hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, 

politik, ekonomi dan yang lain. Ia pun telah menjadi 

isu sentral dalam pembahasan mengenai 

pembangunan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) di mana transparansi atau keterbukaan 

informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya  

tata pemerintahan yang baik. Artinya, pemerintahan 

yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan 

kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan 

informasi publik yang sesungguhnya merupakan 

bagian dari hak asasi  manusia.  

Dalam konteks ini, masyarakat dijamin dan 

bebas berkumpul menyampaikan ekspresi dalam 

sebuah „ruang‟. Ruang itu bisa dijangkau oleh dan 

bagi semua lapisan masyarakat tanpa mengusik 

kehidupan pribadi warganya.  Hal demikian 

diungkapkan oleh Jurgen Habermas (1962) sebagai 

publik sphare atau ruang publik yang intinya 

merujuk pada ruang nasional yang menyediakan 

kebebasan dan arena keterbukaan atau juga forum 

untuk debat publik (Mc.Quail, 2005: 181).  

Upaya menjamin dan menciptakan 

keterbukaan informasi publik itu di lakukan di 

Kabupaten Lebak dengan dibentuknya Komisi 

Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak pada 

tahun 2005.  Jika dilihat dari tugas dan kewenangan 

yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Perda 

No. 6 Tahun 2004 yang menjadi landasan 

pembentukannya, komisi ini memiliki posisi sangat 

penting dan strategis dalam kaitan mendorong 

terwujudnya keterbukaan informasi publik di 

Kabupaten Lebak.  

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana 

sesungguhnya keberadaan KTP Lebak ini dalam 

proses mendorong terwujudnya keterbukaan 

informasi publik di Kabupaten Lebak? Hal ini tentu 

saja menjadi bahan kajian yang menarik mengingat  

KTP Lebak merupakan bagian dari sistem sosial dan 

politik pemerintahan di Kabupaten Lebak. 

Independensi KTP Lebak dalam menjalankan tugas 

dan kewenanganya terkait dengan mewujudkan 

transparansi informasi publik tentu akan mengalami 

banyak dinamika. Dalam kaitan inilah penelitian 

tentang keberadaan KTP Lebak ini dilakukan.  

 

II. METODE 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode 

riset yang menggunakan berbagai sumber data 

(sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan 

untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan 

secara komprehensif berbagai aspek individu, 

kelompok, suatu program, organisasi, atau 

peristiwa secara sistematis (Kriyantono,2006:66). 



Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 ISBN: 978-602-96848-2-7 

LAB-ANE FISIP Untirta 

 

 

[225] 

 

Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang 

individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, 

peneliti bertujuan memberikan uraian yang lengkap 

dan mendalam mengenai subyek yang diteliti. Studi 

kasus merupakan metode atau strategi penelitian 

dan sekaligus hasil suatu penelitian pada kasus 

tertentu, Studi kasus lebih dipahami sebagai 

pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau 

menginterpretasikan “kasus”: dalam konteksnya 

yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar 

(Salim,2006:118). 

Studi kasus dalam penelitian ini terfokus pada 

upaya menjawab pertanyaan bagaimana 

transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak 

dalam mendorong percepatan pembangunan di 

daerah?  

Dalam kontek menjawab pertanyaan di atas, 

pembahasan mengenai Keberadaan Komisi 

Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam 

Proses Transparansi Informasi Publik di Kabupaten 

Lebak menjadi tak terhindarkan.  Sebab, upaya 

membumikan transparansi informasi publik di Lebak 

ditandai dengan keberadaan komisi ini. Bahkan, 

KTP Lebak dianggap sebagai icon dari magnum 

opus gerakan masyaakat sipil di Kabupaten Lebak.  

Sesuai objek penelitian ini, yakni persoalan 

keberadaan komisi transparansi dan partisipasi 

(KTP) dalam proses transparansi informasi publik di 

Kabupaten Lebak maka sasaran yang ditentukan 

dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait 

langsung dengan tranparansi informasi di Kabupaten 

Lebak, baik  anggota KTP maupun stakeholder yang 

berkaitan langsung dengan keberadaan KTP Lebak.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode yang 

umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, 

yakni observasi (partisipan), wawancara mendalam 

(In depth interview), dan studi dokumentasi 

(Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menangkap dan memahami peristiwa 

kultur secara holistik, maka pengumpulan data 

dilakukan melalalui interaksi dengan subjek 

penelitian.  

Sementara itu, kegiatan analisis data akan 

dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1) Pengolahan data; memeriksa seluruh 

data yang masuk untuk dipilih dan 

dipilah berdasarkan sub-sub pokok 

bahasan dalam rumusan  masalah yang 

ingin dijawab dalam penelitian. 

Transkrip hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan data dokumentasi  akan 

dicek kembali kelengkapan dan teknik 

penyajiannya.  

2) Analisis data; Menganalisis data yang 

telah diolah  menjadi satuan-satuan data 

yang disajikan dalam bentuk pola, tema 

dan kecenderungan. Selain itu  

menyajikan pula kategorisasi, klasifikasi 

serta tipologi yang sesuai dengan 

pemahaman peneliti, namun jika 

terdapat temuan yang berbeda dengan 

rencana sebelumnya, akan dilakukan 

perubahan-perubahan seperlunya.  

Pada tahap keabsahan data, peneliti 

melakukan pengecekan temuan penelitian yang 

disesuaikan dengan keberadaan KTP Lebak dalam 

proses mendorong terciptanya keterbukaan 

informasi publik di Kabupaten Lebak. Peneliti 

kemudian memeriksa seluruh data yang mendukung, 

menangkap atau menggambarkan temuan. Pada 

tahap ini peneliti bersikap konsisten terhadap data 

penelitian, memilih topik-topik penting dan 

menonjol, menganalisis dan membuat interpretasi 

data. Hasil interpretasi data kemudian dibuat dalam 

bentuk deskripsi, yang selanjutnya dinegosiasikan 

atau didiskusikan dengan subjek penelitian.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) 

Lebak sebagai satu institusi independen memiliki 

peran cukup penting dan sentral dalam mendorong 

transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. 

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KTP 

Lebak selama ini telah membuka ruang cukup luas 

dalam menciptkan iklim keterbukaan informasi 

publik. Seperti dituangkan dala Perda No 6 tahun 

2004, KTP Lebak memiliki tugas sangat strategis, 

yakni melakukan; pengawasan, konsultasi publik,  

pengkajian, perumusan  dan pengusulan aspirasi 

publik,  serta evaluasi mekanisme informasi publik 

yang dilakukan badan publik.
1
 Sementara, 

kewenangan yang dimiliki oleh KTP Lebak 

meliputi; meminta informasi dan dokumen dari 

badan publik tanpa pemberitahuan, mengundang dan 

atau menghadirkan berbagai pihak terkait  yang 

berkenaan dengan tugas KTP Lebak, serta 

mengadakan atau penyusunan kebijakan di 

bidangnya.
2
   

Meski demikian, dalam kenyataan 

sesungguhnya  idealitas keberadaan Komisi 

Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak dalam 

mendorong proses transparansi informasi publik di 

Kabupaten Lebak memang tak  sesuai dengan 

realitas. Berbagai realitas sosial di mana KTP Lebak  

berada yang pada akhirnya membentuk  dan 

mempengaruhi keberadaan KTP Lebak dalam 

konteks mendorong proses  transparansi informasi 

publik  di Kabupaten Lebak.  Realitas  sosial di 

Kabupaten Lebak  yang mengkontruksi keberadaan 

KTP Lebak dalam proses mendorong transparansi  

informasi  publik itu adalah:   

1. Soliditas internal KTP Lebak sendiri yang diisi 

oleh komisioner yang berasal dari lembaga dan 

kelompok sosial  masyarakat yang berbeda, 

                                                           
1
 Perda No 6 Tahun 2004 pasal  28. 

2
 Perda No 6 tahun 2004 pasal 29.  
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yang  mempengaruhi kohesifitas dan soliditas 

KTP Lebak secara kelembagaan dalam 

menjalankan tugas dan kewenangnya 

mendorong transparansi informasi publik.  

Modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing 

komisoner KTP Lebak  yang beragam ini 

seharusnya memberikan andil besar dalam 

mempengaruhi keberadaan KTP Lebak  dalam 

mendorong transparansi informasi publik di 

Kabupaten Lebak. Basis sosial dan modal sosial 

yang dimiliki oleh anggota KTP Lebak saat ini 

tidak cukup kuat, usaha untuk mengkapitalisasi 

dukungan itupun belum cukup berhasil 

disebabkan berbagai kendala individual maupun 

institusional dalam tubuh KTP Lebak.  

2. Supporting system yang dimiliki oleh KTP 

Lebak saat ini, utamanya berupa dukungan 

anggaran dan tenaga sekretariat yang  belum 

optimal. Anggaran minim dan tenaga sekretariat 

nyaris tak berfungsi. Oleh karenanya, secara  

praktis KTP Lebak sebagai sebuah organisasi 

strategis dalam konteks mendorong transparansi 

informasi publik di Lebak berjalan sangat 

minimalis dibandingkan dengan yang 

seharusnya bisa mereka lakukan.  

3. Sinergi dan harmonisasi hubungan dengan 

Pemerintah Daerah Lebak yang 

dipersonifikasikan oleh Kepala Daerah/Bupati  

Lebak  yang berjalan kurang harmonis. Realitas 

ini diakibatkan oleh cara pandang yang berbeda 

dalam melihat keberadaan KTP Lebak di tengah 

struktur birokrasi pemerintah daerah Lebak. 

Satu sisi bupati Lebak  cendrung menghendaki 

KTP Lebak lebih aktif untuk ikut serta 

menyosialiasikan program pembangunan Pemda 

Lebak layaknya Humas Pemda dengan 

meminimalisir fungsi pengawasan (kontrol), di 

sisi lain KTP Lebak berusaha menjaga jarak 

karena berusaha memposisikan diri sebagai 

lembaga independen yang merepresentasikan 

kepentingan  masyarakat Lebak  dalam kontks 

transparansi dan partsipasi warga.  Basis sosial 

atau modal sosial  yang dimiliki anggota KTP 

Lebak juga dinilai tidak cukup kuat 

dibandingkan kekuatan bupati Lebak saat ini 

yang secara umum dinilai cukup „hegemonik‟.  

Berdasarkan realitas sosial di atas,  maka 

keberadaan KTP Lebak dalam mendorong 

transparansi informasi publik di Kabupaten 

Lebak dapat  digambarkan dalam bagan berikut: 

 
 

Di bawah ini gambaran yang menunjukkan 

alur pengawasan yang bisa dilakukan oleh KTP 

Lebak dalam kapasitasnya mendorong proses 

keterbukaan informasi publik di Lebak. Tugas atau 

fungsi pengawasan ini bisa disebut strategis, lantaran 

tak dimiliki oleh lembaga komisi informasi publik 

yang dibentuk berdasarkan UU Keterbukaan 

Informasi Publik No 14 tahun 2008.  

 

Meski demikian, tugas dan kewenangan yang 

luas dan besar yang dimiliki KTP Lebak  seperti 

disebutkan di atas dalam prakteknya di lapangan tak 

seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Ini diakui oleh 

ketua dan para anggota KTP Lebak sendiri. Tb. 

Munawar Azis, Ketua KTP Lebak periode ini   

(2009-2012) menyebutkan:  

“Persoalan utama yang dihadapi oleh KTP  

Lebak dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya adanya keterbatasan sumber 

daya, baik sumber daya anggaran  maupun 

sumber daya manusia yang kita miliki. Secara 

administratif, KTP Lebak juga harus 

berhadapan dengan birokrasi di pemerintahan 

daerah. Hal itu cukup menghabiskan energi. 

Pun termasuk positioning kita dengan kepala 

daerah Lebak yang terus mengalami pasang 

surut.“ 
3
 

Oleh karena itu bisa dimaknai bahwa, 

eksistensi KTP Lebak  sangat banyak dipengaruhi 

situasi politik dan ekonomi yang melingkupinya. 

Meski KTP Lebak merupakan lembaga independen 

yang merepresentasikan  publik Lebak, tapi dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya itu mereka 

tak bisa melepaskan diri dari sikap dan good will 

yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Lebak. Utamanya dari sisi anggaran dan dukungan 

politik. Beberapa temuan dalam pengawasan yang 

dilakukan KTP pada akhirnya harus di‟petieskan‟ 

karena persoalan yang ditangani KTP Lebak tersebut 

setelah ditelusuri bermuara pada kepentingan kepala 

daerah dan  keluarga besarnya.  

 Udin Syahruldin, Sekretaris KTP Lebak 

menyatakan bahwa permintaan khusus dari 

pemerintah daerah Lebak terhadap persoalan yang 

                                                           
3
 Hasil wawancara tanggal  24 November 2010. 
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dimunculkan atau ditangani KTP Lebak memang 

terjadi dalam  beberapa kasus. Ia jelaskan: 

“Walaupun tidak sampai mengancam. 

Misalnya, permintaan secara halus agar  

menghentikan polemik di media massa 

tentang suatu proyek pembangunan yang 

dianggap bermasalah.  (Ada) Semacam  

permintaan untuk bersikap lunak terhadap 

hal-hal yang tengah kita persoalankan.” 
4
 

Menyikapi hal demikian, ia katakan, KTP 

Lebak akan melihat  konsekwensi politis yang 

kemungkinan muncul dari persoalan tersebut. 

Keputusan akhirnya, menurut Udin, lebih banyak 

diserahkan kepada ketua KTP Lebak untuk 

memposisikan lembaga KTP yang dipimpinnya. 

Dalam pandangan teori ekonomi politik 

informasi ada hubungan dialektis antara agensi yang 

dalam hal ini adalah publik yang direpresentasikan 

oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) 

Lebak dengan pemerintah Kabupaten Lebak yang 

dipengaruhi oleh kepentingan „pasar‟ secara lebih 

luas. Kekuasaan politik pun ternyata pada akhirnya 

mempengaruhi proses komodifikasi, spasialisasi dan 

strukturasi pemanfaatan  informasi dan akses 

informasi publik  di Kabupaten Lebak. Anang 

Hermawan
5
, menyebutkan keterikatan pada dimensi 

ekonomi dan politik menjadikan informasi menjadi 

ajang yang rentan dipengaruhi keduanya. Sebagai 

entitas yang dikonstruksi oleh KTP Lebak, apa yang 

disebut sebagai ‟informasi‟ kerapkali 

merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus 

politik tertentu.  

Meski demikian dalam batasan tertentu, KTP 

lebak dinilai cukup berhasil membangun 

transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. 

Setidaknya bila dibandingkan  dengan realitas 

keterbukaan informasi publk di Kabupaten/Kota 

lain, terutama di Provinsi Banten. Hal ini dinyatakan 

oleh hampir semua informan yang diwawancarai 

dalam penelitian.     

Aisyah Ahyar, konsultan P2TD Lebak 

dengan sangat yakin mengatakan hal ini,  “kalau 

untuk urusan transparansi informasi publik, Lebak 

termasuk leading dibandingkan kabupaten/kota yang 

lain.  Ini bisa dilihat dalam evaluasi bulanan P2TPD 

yang dilakukan.”
6
  Bukti lain soal iklim keterbukaan 

yang demikian luas di Kabupaten Lebak sejak 

hadirnya KTP, menurut Aisyah Ahyar adalah, 

permintaan data publik apa pun bisa didapatkan. 

Catatannya data itu memang tersedia, karena 

persoalan yang masih menjadi kendala dan dinilai 

menghambat permintaan informasi dari publik 

adalah soal pengarsiapan yang belum baik  di tingkat 

badan publik.    

                                                           
4
 Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2010. 

5
 Jurnal Komunikasi UII Volume 1 Nomor 1, 

Oktob 2006. 
6
 Hasil Wawancara tanggal 24 November 2010. 

Penilaian hampir sama juga diberikan oleh Wakil 

Bupati Lebak, Amir Hamzah. Ia katakan: 

“Soal di mana posisi transparansi Lebak, 

kalau saya diminta memberi nilai, mungkin 

nilainya antara 7,5-8. Ya, ini jika 

dibandingkan  dengan daerah lain. (Ketika ia 

diminta menilai kinerja KTP dalam 

mendorong transparansi informasi publik, 

Amir menjawab:) Saya rasa sudah 

menjalankan tugas dengan baik, sudah sesuai 

dengan Perdalah. Akan tetapi mereka kadang 

direpotkan oleh masalah-masalah yang di luar 

tugas dan fungsinya, seharusnya mereke tidak 

seperti itu. Mungkin pemahaman masyarakat 

juga yang menyebabkan demikian.” 
7
 

Iklim keterbukaan yang sekarang hadir di 

Lebak memang tak lepas dari peran KTP Lebak 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Mereka berusaha terus melakukan pengawalan dan 

pengawasan transparansi informasi publik ini 

melalui berbagai program kerja dan kegiatan yang 

dilakukan. Udin Syahruldin, Sekretaris KTP Lebak 

menjelaskan bahwa salah satu tujuan yang menjadi 

prioritas program kerja KTP Lebak setiap tahun 

adalah: 

“Membuka kesadaran seluruh badan publik 

akan keharusan mereka  terbuka terhadap 

informasi, juga masyarakat. Sayang sampai 

hari ini masih ada saja kesalahan 

pemahaman tentang tugas dan fungsi KTP.  

Banyak badan publik dan masyarakat yang 

menganggap kita sebagai penyedia data dan 

informasi. Parahnya, kita sering dianggap 

sebagai institusi penegak hukum yang 

menjadi penyelesai kasus-kasus 

penyelewengan aparat atau konflik yang 

terjadi di tengah masyarakat. Misalnya ada 

kasus perceraian yang dilaporkan oleh istri 

lantaran suaminya PNS masuk ke KTP, 

termasuk soal kandang ayam yang 

mengganggu warga.”
8
 

Oleh sebab itu, bila melihat peran dan 

upaya KTP yang telah mereka jalankan sejak berdiri 

tahun 2005, menjadi jelas bahwa mereka merupakan 

institusi yang berusaha mengembangkan public 

sphere di Kabupaten Lebak untuk tujuan 

keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik. 

Di bawah Gambaran peran KTP Lebak dalam 

proses mendorong transparansi informasi publik di 

Kabupaten Lebak.  

 

                                                           
7
 Hasil wawancara tanggal 16 Desember 2010. 

8
 Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2010. 
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Bila melihat  tugas dan kewenangan atau bisa 

kita sebut sebagai fungsi KTP Lebak di atas, kita 

bisa simpulkan bahwa KTP Lebak merupakan 

entitas yang keberadaanya cukup penting dalam 

menciptakan demokratiasi komunikasi. Hal ini 

karena demokratisasi komunikasi menuntut dan 

menjamin adanya kebebasan setiap warga untuk 

menyampaikan pendapat dan ekspresinya secara 

setara. Hal ini termasuk di dalamnya jaminan 

penggunaan hak untuk mengakses informasi publik, 

menyampaikannya,  serta mengelolanya. Di sinilah 

KTP Lebak sebagai institusi sosial memiliki peran 

fasilitator dan mediator  dalam „transaksi‟ informasi 

publik antara warga masyarakat dengan badan 

publik yang sesungguhnya memiliki kewajiban 

untuk memberikan transparansi itu.  

Keberadaan KTP di Kabupaten Lebak diakui 

atau tidak telah menjadi satu elemen yang 

mendukung demokratisasi komunikasi. Empat 

asumsi demokratisasi yang diungkapkan Sphichal 

sebagaimana kutip oleh Antar Venus (2001: 100), 

bahwa demokratisasi komunikasi dalam berbagai 

konteksnya selalu didasarkan pada; warga negara 

bersifat “well informed“.tumbuhnya kesadaran 

politik warga negara, adanya kesetaraan hak untuk 

berbicara dan berpartisipasi dalam berbagai 

pembuatan keputusan dan adanya keterbukaan ruang 

publik (public sphere). Keempat asumsi 

demokratisasi ini dalam konteks Lebak berhasil 

diciptakan oleh KTP Lebak, meski dalam tataran 

tertentu masih ada kelemahan-kelemahan yang juga 

bisa kita jumpai.  Betapa tidak, KTP Lebak melalui 

berbagai program kerjanya concern menciptakan 

masyarakat cerdas informasi. Tujuannya agar 

informasi publik yang telah terbuka betul-betul bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara 

luas.  

 
 

Berdasarkan gambaran di atas kita bisa lihat 

secara lebih jelas bahwa KTP Lebak berperan ikut 

serta mendorong demokratisasi komunikasi melalui 

seluruh tugas dan kewewenangan yang kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata dalam 

program kerja KTP Lebak.  

Berbicara kedudukan atau positioning KTP 

Lebak dalam kaitannya mendorong proses 

transparansi informasi publik di antara masyarakat 

(publik) dan pemerintah daerah kabupaten Lebak 

(badan publik) cukup penting. KTP Lebak bisa 

berada dalam posisi di tengah-tengah, yakni sebagai 

mediator atau fasilitator agar masyarakat bisa 

mendapatkan haknya untuk bisa mengakses 

informasi publik. Dalam „sengketa‟ informasi antara 

masyarakat dengan  badan publik pun, KTP Lebak 

bisa menjadi lembaga yang  memiliki otoritas untuk 

menjamin dibukanya informasi. Artinya, dalam 

konteks yang tak jauh berbeda, KTP Lebak bisa 

menjalankan fungsi mediasi sebagaimana dimiliki 

oleh media massa, untuk memediasi (penengah atau 

penghubung) antara realitas sosial obyektif dan 

kebutuhan pribadi masyarakat akan informasi 

tentang hal tersebut (Mc. Quail, 1987:52).  

Di bawah ini gambaran posisi KTP Lebak 

diantara badan publik dan pemohon informasi publik 

di Kabupaten Lebak.  
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1.   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang sudah disampaikan dalam bab sebelumnya,  

ada beberapa simpulan yang  didapatkan dari 

penelitian ini. Simpulan-simpulan itu adalah  sebagai 

berikut:  

1. Komisi transparansi dan partsipasi (KTP) 

Lebak  yang  terbentuk  pada 25 Juli 2005 

berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Transparansi dan Partisipasi dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah dan 

Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten 

Lebak bisa disebut sebagai magnum opus 

gerakan masyarakat sipil  di Kabupten 

Lebak. KTP Lebak merupakan komisi 

transparansi yang pertama kali dibentuk di 

Indonesia.  KTP Lebak dianggap sebagai 

rule model bagi komisi transparansi sejenis 

yang kemudian banyak berdiri di berbagai 

wilayah di Indonesia. Bahkan, ia menjadi 

rujukan ketika UU Keterbukaan Informasi 

Publik No. 14 tahun 2008  dibahas oleh 

DPR dan pemerintah. Salah satu fakta 

bahwa eksistensi KTP Lebak diakui secara 

nasional adalah banyaknya daerah lain yang 

datang ke Lebak untuk studi banding 

mengenai pembentukan dan optimalisasi 

peran KTP di wilayahnya masing-masing.  

2. Di dalam tata pemerintahan daerah di 

Kabupaten Lebak, Komisi Transparansi dan 

Partisipasi Lebak merupakan lembaga yang 

posisinya independen. Artinya, jelas bahwa 

KTP Lebak bukanlah institusi vertikal di 

bawah kepala daerah Lebak seperti halnya 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Kabupaten Lebak. Sehingga 

pertanggungjawaban kerja KTP Lebak 

sesungguhnya adalah kepada publik di 

Lebak karena mereka dipilih atas nama atau 

mewakili publik untuk mendorong, 

memediasi, dan mengawasi  pelaksanaan 

transparansi informasi publik dan 

partisipasi publik di Kabupaten Lebak. 

Kedudukan KTP Lebak yang independen 

ini dalam prakteknya memang tidak 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan.  

3. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) 

Lebak  memiliki peran cukup besar dalam 

mendorong proses transparansi informasi 

publik di Kabupaten Lebak. Di Kabupaten 

Lebak masyarakat bisa mendapatkan 

informasi publik apapun kepada seluruh 

badan publik. Secara sederhana, tak ada 

informasi publik yang tidak bisa kita 

dapatkan di Lebak. Setidaknya, ketika 

masyarakat menemui hambatan  dalam 

mengakses informasi publik yang mereka 

perlukan, mereka bisa segera 

mengadukannya ke KTP Lebak yang  

kemudian akan memediasi pihak pemohon 

informasi untuk mendapatkan informasi 

yang diminta kepada badan publik. 

Berdasarkan pengalaman selama KTP 

Lebak berdiri, ketika mediasi dilakukan 

seluruh badan publik pada akhirnya mau 

memberikan informasi publik yang 

diberikan. Meski demikian,  diakui masih 

ada wilayah tabu yang selama ini masih 

sulit ditembus oleh KTP Lebak agar  

terbuka. Wilayah tabu ini menyangkut hal-

hal yang terkait langsung dengan 

kepentingan elite politik dan lingkar pusat 

kekuasaan di Kabupaten Lebak.  

Bagaimanapun tekanan kekuasaan politik 

menjadi satu hal yang tak bisa dihindari 

oleh KTP Lebak dalam pelaksanaan tugas 

dan kewenangannya selama ini.  

4. Banyak tantangan dan hambatan yang 

dialami oleh KTP Lebak dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya 

mendorong proses transparansi informasi 

publik di Kabupaten Lebak. Hambatan dan 

atau tantangan itu muncul baik dari internal 

lembaga maupun eksternal lembaga. Secara 

umum, ada 4 tantangan dan hambatan yang 

dialami oleh KTP Lebak selama ini. 

Pertama, pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap tugas dan wewenang 

KTP Lebak yang masih rendah. Kedua, 

dukungan pemerintah daerah Lebak saat ini 

yang dianggap makin berkurang. Dukungan 

itu terutama dalam hal anggaran, dan 

fasilitasi sekertariat beserta SDM 

pendukungnya. Ketiga, sinergi hubungan 

yang saat ini dinilai kurang terjalin dengan 

baik antara KTP dengan kepala daerah 

Lebak. Bergaining position KTP Lebak 

saat ini pun dinilai lebih rendah di hadapan 

bupati Mulyadi Jayabaya. Keempat, 

soliditas dan konsolidasi internal  dalam 

tubuh KTP  Lebak saat ini juga dinilai 

bermasalah. Latar belakang komisioner 

yang berbeda-beda, baik dari sisi 
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organisasi, pengalaman, maupun 

pendidikan dinilai tak cukup mampu 

disinergikan menjadi satu kekuatan besar. 

Bahkan, mereka terkesan berjalan masing-

masing.  
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